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BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR 56 TAHUN 2016
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUWANGI

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, serta
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah
Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Banyuwangi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398);



Menetapkan :

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 10);

8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun
2016 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir
dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 55 Tahun 2019
(Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor
55).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 56 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA KABUPATEN BANYUWANGI.



Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi
Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi (Berita
Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 56)
sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan
Bupati Banyuwangi Nomor 55 Tahun 2019 (Berita Daerah
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 55) diubah sebagai
berikut:

1. Di antara huruf e dan huruf f, ayat (1), Pasal 3 disisipkan 1
(satu) huruf, yakni huruf ea dan setelah ayat (6) Pasal 3
ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (7) sehingga Pasal 3
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Dinas Kebudayaan dan Pariwsata, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
. Sekretariat;
c. Bidang Kebudayaan;
d. Bidang Produk Pariwisata;
e. Bidang Pemasaran;
ea. Bidang Atraksi dan Ekonomi Kreatif
f. UPTD;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
membawahi:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,;
b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
c. Sub Bagian Penyusunan Program.

@ Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢, membawahi:

a. Seksi Pemberdayaan Seni dan Budaya;
b. Seksi Adat dan Cagar Budaya;

(5) Bidang Produk Pariwisata sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d, membawahi:

a. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi
Wisata;

b. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya
dan Usaha Jasa Pariwisata;

c. dihapus.
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(6) Bidang Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e, membawahi:
a. Seksi Promosi Wisata dan Budaya;
b. Seksi Pengembangan Informasi.

(7) Bidang Atraksi dan Ekonomi Kreatif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ea, membawahi :
a. Seksi Atraksi;
b. Seksi Ekonomi Kreatif.

2. Di antara huruf g dan huruf h Pasal 5 disisipkan 1 (satu)
huruf, yakni huruf ga sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas:

a. menyusun rencana program kerja tahunan dan lima
tahunan dinas dengan cara mengkoordinasikan dan
meminta masukan kepada masing-masing Kepala Bidang,
agar tercipta pedoman kerja yang realistis dan dapat
dilaksanakan;

b. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis bidang
Kebudayaan dan Pariwisata dengan merujuk pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
dilaksanakan oleh sekretariat, bidang, subbag, seksi dan
UPT Dinas;

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan berkaitan dengan
bidang tugasnya;

d. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum dibidang Kebudayaan dan Pariwisata;

e. melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang
Kebudayaan dan Pariwisata;

f. menyusun kebijakan teknis pelaksanaan tugas yang
menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan norma, standar
dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;

g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pekerjaan dibidang Kebudayaan dan Pariwisata dengan
metode pengawasan melekat, monitoring dan pengendalian
kegiatan agar pelaksanaan tugas sesuaiketentuan;

ga. melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan di
bidang atraksi dan ekonomi kreatif;

h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian
kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan
untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja
serta pengembangan karier;

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya;

j- menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan
pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.
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3. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni
Pasal 13A dan Pasal 13B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

(1)Bidang Atraksi dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas
melaksanakan dan mengkoordinir seluruh  kegiatan
atraksi/event yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Kabupaten, serta mengembangkan kegiatan ekonomi kreatif
berbasis ke arifan lokal.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Atraksi dan Ekonomi Kreatif mempunyai
fungsi:

a.

g.

melaksanakan penyusunan program rencana
atraksi/event yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Kabupaten, dan ekonomi kreatif terhadap pengembangan
wisata berbasis ke arifan lokal;

mengkoordinir persiapan dan pelaksanaan atraksi/event
masyarakat dengan stakeholder terkait;

mengevaluasi atraksi/event yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Kabupaten untuk bahan penyusunan
rencana atraksi/event selanjutnya;

melakukan pemberdayaan dan pengembangan terhadap
industri kreatif masyarakat;

mengkoordinasikan upaya peningkatan industri kreatif
yang mendukung Pariwisata dengan stakeholder terkait;
mendorong tumbuhnya atraksi/event dan industri
kreatif yang berbasis kearifan lokal;

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

(3)Kepala Bidang Atraksi dan Ekonomi Kreatif mempunyai
tugas :

a.

menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran
Bidang Atraksi dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan
rencana kerja dinas;

mengkoordinasikan pelaksanaan setiap atraksi/event
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten
dengan stakeholder terkait;

mengkoordinasikan pelaksanaan setiap kegiatan ekonomi
kreatif yang ada dan dilaksanakan di Kabupaten;
melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta
penilaian kinerja dan perilaku bawahan sesuai ketentuan
untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja
serta pengembangan karier;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan

melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada
atasan.



Pasal 13 B

(1) Kepala Seksi Atraksi mempunyai tugas:

a.

b.

g.

h.

menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran
Seksi Atraksi sesuai dengan rencana kerja Dinas;
menyusun perencanaan program atraksi/event yang

akan diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten;
mengkoordinasikan pelaksanaan setiap atraksi/event
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten
dengan stakeholder terkait;

mengevaluasi kegiatan untuk bahan penyusunan
rencana atraksi/event yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Kabupaten untuk tahun berikutnya;
mendorong, memotivasi, kreatifitas masyarakat dalam
penyelenggaraan atraksi/event;

melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta
penilaian kinerja dan perilaku bawahan sesuai ketentuan
untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja
serta pengembangan karier;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan

melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada
atasan.

Kepala Seksi Ekonomi Kreatif mempunyai tugas:

a.

menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran
Seksi Ekonomi Kreatif sesuai dengan rencana kerja
Dinas;

melaksanakan penyusunan program kegiatan Industri
Kreatif yang mendukung sektor Pariwisata berbasis
kearifan lokal,

melakukan fasilitasi terhadap upaya peningkatan mutu
industri kreatif pariwisata;

mendorong, menciptakan dan mengembangkan
kreatifitas masyarakat dalam menciptakan industri
kreatif pariwisata berbasis kearifan lokal;

melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap
pasar wisata;

melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta
penilaian kinerja dan perilaku bawahan sesuai ketentuan
untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja
serta pengembangan karier;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan

melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada
atasan.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 14 Mei 2020
BUPATI BANYUWANGTI,
Ttd.
H. ABDULLAH AZWAR ANAS
Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 14 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2020 NOMOR 33



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 33 TAHUN 2020
TANGGAL : 14 Mei 2020

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPALA DINAS

|
[ |
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SEKRETARIS
]
[ | |
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN KEUANGAN DAN PENYUSUNAN
KEPEGAWAIAN PERLENGKAPAN PROGRAM
[ | [ |
BIDANG
BIDANG BIDANG BIDANG
KEBUDAYAAN PRODUK PARIWISATA PEMASARAN ATRAKS&F?EXTEEONOMI
] ] I |
SEKSI SEKSI SEKSI
PEMBERDAYAAN SENI DAN — PENGEMBANGAN DAN — PROMOSI| WISATA DAN | | SEKSI
BUDAYA PENGELOLAAN DESTINASI WISATA BUDAYA ATRAKSI
SEKSI
PENGEMBANGAN DAN
SEKSI | | PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA DAN L SEKSI SEKSI
ADAT DAN CAGAR BUDAYA USAHA JASA PARIWISATA PENGEMBANGAN INFORMASI ] EKONOMI KREATIF
|_ UPTD BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS



